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ABSTRAK

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap 
transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkan laporan 
keuangan. Bagian Pemerintahaan Desa Setda Kab. Lumajang merupakan salah 
satu entitas pemerintah yang menyajikan laporan keuangan. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan keuangan pada Bagian Pemerintahan 
Desa Setda Kab. Lumajang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) No.13 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Lumajang telah melakukan proses 
pencatatan akuntansi, serta pelaporannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. 
Pada tahun anggaran berikutnya, sebaiknya pimpinan Bagian Pemerintahan Desa 
Setda Kab. Lumajang terus mempertahankan penyajian laporan keuangan sesuai 
amanat Permendagri dan Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan transparan 
dan tepat waktu sehingga dapat dipergunakan bagi pengguna laporan guna 
pengambilan keputusan.
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ANALYSIS OF FINANCIAL REPORTING IN THE VILLAGE 
GOVERNMENT SECRETARIAT DISTRICT LUMAJANG

ABSTRACT

Each Work Unit (SKPD ) carry out accounting of the economic transactions that 
occur on its part, to produce financial statements. Part governance Rural 
Secretariat Lumajang Regency is one of the government entities that present 
financial statements. The purpose of this study to determine the financial 
recording and reporting on Section Village Government Secretariat Lumajang 
region in accordance with Regulation of the Minister of Home Affairs 
(Regulation) 13 of 2006 Government Regulation (PP) 71 of 2010. This research 
uses descriptive method . Methods of data collection used interview techniques, 
documentation techniques.
The results showed that Section Village Government Secretariat Lumajang region 
has made the process of accounting records, and reporting in accordance with 
Regulation of the Minister of the Interior 13 of 2006 and Government Regulation 
71 of 2010. In the next budget year, should the leadership of Section Village 
Government Secretariat of the District. Lumajang continue to maintain financial 
statement presentation as mandated by the Regulation and Government 
Regulations with a transparent and timely manner so that it can be used for the 
reports to decision-making.
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